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A. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MELANDASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN 

PROGRAM KERJA TAHUN 2025 

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 

tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan, Khususnya Bidang Hukum, 

mengamanatkan agar penanggulangan krisis di bidang hukum ditujukan untuk tegak dan 

terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan dan ketentraman 

masyarakat, dengan jalan meningkatkan dukungan perangkat, sarana dan prasarana hukum 

yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan hukum, memantapkan penghormatan 

dan penghargaan terhadap hak azasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan 

kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat; 

2. Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/015/Inst/VI/1998 telah 

memerintahkan kepada seluruh jajaran Peradilan untuk secara nyata dan terus-menerus 

melaksanakan program kerja redisiplin, refungsionalisasi dan revitalisasi dalam 

melaksanakan tugas pokok Peradilan, dengan jalan menjunjung tinggi kejujuran, 

kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab, memantapkan 

profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas diiringi dengan langkah 

tindakan sedini mungkin terhadap aparat peradilan yang melakukan tindakan tercela, guna 

meningkatkan citra wibawa dan martabat peradilan. 

3. Visi Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1.A. 

Untuk mendukung kebijakan umum pengadilan tersebut di atas, Pengadilan Agama 

Watampone Kelas 1.A mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut : 

a. Visi. 

   Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung. 

b. Misi. 

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone; 

2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada 

pencari keadilan; 

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap 

kinerja dan prilaku aparat Pengadilan Agama Watampone; 

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone. 

 

B.  LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka langkah-langkah kebijakan yang akan 

dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

      1.  Pelayanan dan Bantuan Hukum 

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, mulai dari proses 

pendaftaran perkara hingga pihak pencari keadilan menerima produk pengadilan. 
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Pelayanan dilakukan dengan tetap berpegang kepada prinsip sederhana, cepat dan biaya 

ringan;  

b. Melakukan peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan yang kurang mampu dan 

penataan pelayanan jasa hukum dengan prinsip keterbukaan dan penyederhanaan proses 

administrasi, dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum; 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian pelayanan dengan melakukan 

antara lain survey kepuasan pencari keadilan secara berkala dan pengukuran Sasaran 

Mutu. 
 

2.  Pembinaan Peradilan 

a. Meningkatkan pembinaan sistem perencanaan, terutama dalam penggunaan anggaran 

guna mewujudkan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dengan 

mempertajam skala prioritas, sesuai dengan perencanaan; 

b. Meningkatkan sistem pembinaan pegawai yang menyangkut rekrutmen, mutasi dan 

pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja serta mengupayakan peningkatan 

kesejahteraan pegawai melalui kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penghargaan,  

disiplin pegawai dan rekreasi; 

c. Menyederhanakan mekanisme administrasi perkara dan peningkatan kelancaran proses 

peradilan dengan penataan Tinjauan Manajemen secara berkala; 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan, sehingga peradilan 

berjalan dengan seksama dan sewajarnya melalui Hakim Pengawas Bidang. 

 

C. SARANA DAN PRASARANA 

1. Mengupayakan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana peradilan agama 

berdasarkan skala prioritas; 

2. Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan kondisi perangkat, sarana dan prasarana 

untuk mendukung pembangunan dan penegakkan hukum; 

3. Menata sarana dan prasarana meja pelayanan / PTSP, ruang persidangan, ruang hakim, 

perpustakaan serta meningkatkan sistem penataan dan pengelolaannya. 

 

D.  PENDIDIKAN DAN LATIHAN 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Watampone, baik pejabat 

fungsional, struktural maupun tenaga administrasi melalui pembinaan, pendidikan, 

penataran / orientasi dan atau pelatihan; 

2. Meningkatkan penataan manajemen perkantoran di semua unit kerja dalam lingkungan 

Pengadilan Agama Watampone sesuai dengan perkembangan manajemen modern berbasis 

IT. 
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E.  PENGAWASAN 

1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat serta melakukan pengkajian atas temuan-

temuan hasil pemeriksaan pada Pengadilan Agama Watampone; 

2. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengadilan 

Agama Watampone. 

 

F.  PROGRAM KERJA 

Rincian program kerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2025 untuk masing-masing 

bidang, telah tertuang dalam lampiran hasil keputusan rapat kerja ini. 

 
















































































